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MOTTO : 

 

Man jadda wa jada “siapa yang bersungguh-sungguh akan 

berhasil” 
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ABSTRACT 

 

PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT MELAKUKAN 

PERBUATAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN 

BERMOTOR 

(STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG) 

DAVID IRAWAN 

1. Keterlibatan anak melakukan perbuatan tindak pidana dapat disebabkan 

oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari faktor 

pergaulan sosial, faktor keluarga, faktor pribadi, faktor lingkungan, faktor 

tekonologi yang semakin maju dan faktor budaya cara hidup ini dapat 

membawa anak berkonflik dengan hukum. 

2. Pengungkapan anak yang terlibat dalam kejahatan oleh penyidik aparat 

kepolisian. 

Dalam berkonflik dengan hukum, tentunya tidak lepas dari pengawasan 
orang tua, maupun lingkungan dan polisi sebagai penegak hukum. Hal ini 

dikarenakan polisi memiliki tugas sebagai penyidik demi tegaknya hukum 

yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan  pada  uraian  tersebut  diatas 

maka permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah 

bagaimana penyidikan terhadap anak yang terlibat melakukan perbuatan 

tindak pidana pencurian kendaran bermotor dan hal-hal apa yang menjadi 

kendala penyidikan terhadap anak yang terlibat melakukan perbuatan 

tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. 

3. untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti ini termasuk penelitian 
lapangan (fiel reseach), dengan jenis kualitatif yaitu suatu penelitian 

dimana data sekunder meliputi bahan hukum primer,bahan hukum 

sekunder, bilaperlu bahan hukum tersier. Data sekunder pada dasarnya 

adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan 

dan teknik dalam pengumpulan data mengunakan beberapa teknik yaitu 

observasi dan interview. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan 

bahwa penyidikan terhadap anak yang terlibat melakukan perbuatan tindak 

pidana pencurian kendaraan bermotor. Dengan langkah awal 

mendatangkan tempat kejadian perkara (TKP),penyelidikan dan 

penyidikan penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian. 

 

Kata kunci : penyidikan, anak, tindak pidana, pencurian, polresta. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Anak pada dasarnya merupakan amanah dan karunia tuhan yang maha Esa 

yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat menusia seutuhnya. Selain itu 

anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangaan 

bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus yang menjamin 

kelangsungan eksitensi bangsan dan negara pada masa depan.1
 

Secara idealnya anak tumbuh dan berkembangnya dengan sewajarnya, 

namun pada kenyataanya terdapat anak yang melakukan tidak pidana, sehingga 

harus mendapat penanganan dan perlindungan secara khusus, meskipun mereka 

melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Upaya pemerintah dalam 

melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana telah dilaksanakan memberlakukan 

undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sitem peradilan anak. 

Anak yang melakukan tindak pidana dalam hukum pidana yang berlaku di 

indonesia tetap harus di pertanggungjawabkan atas perbuatanya. Pelaku anak 

masih dibawah umur, maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang 

diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus, mengigat usia mereka masuk 

dalam kategori di bawah umur.2 

 

 

 
 

1 Wiyono, sistem peradilan pidana anak di Indonesia. (Jakarta: sinar grafika, 
2016),hlm.21 

2 Arif gosita, masalah perlindungan anak, (bandung: mandar maju, 2009). Hlm.43 
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Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan secara khusus 

karena anak tidak berdaya secara fisik, mental, dan sosial. Didalam sistem 

peradilan pidana anak, terkait penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak 

dan petugas pemasyarakatan anak. Tujuan peradilan anak untuk mewujudkan 

kesejahteraan anak, kepastian hukum menjamin perlakuan dan tindakan yang 

diambil, tidak mengabaikan masa depan anak dan tetap menegakkan wibawa 

hukum demi keadilan. Anak adalah generasi penerus bangsa, yang walaupun 

pernah melakukan tindak pidana tetap dipertimbangkan masa depannya.3
 

Sesuai dengan aturan diatas, dapat dapat diidentifikasikan bahwa dalam 

hal menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, 

maka hal yang pertama tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukanya 

sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-ciri yang khusus, dengan demikian 

orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses 

penangananya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan 

kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya 

memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan 

yang khusus bagi bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum 

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum4
 

Perlindungan anak pada dasarnya merupakan suatu bidang pembangunan 

nasional, dimana semangat yang dikembangkan bahwa melindungi anak adalah 

melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakekat pembangunan 

3 Maidin gultom. Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan anak di 
innesia. (bandung: refika aditama,2014).hlm28 

4 Ibid, hlm.44 
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nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya yang berbudi luhur. 

Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan 

pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan 

menimbulkan bermacam fenomena sosial yang menggangu penegakan hukum, 

ketertiban, keamanan, dan pembangunan hukum itu sendiri. 5
 

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Maka 

setiap tindakan haruslah didasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

(UUD) 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk 

hukum lainnya. Hukum tersebut harus selalu ditegakkan guna mencapai cita-cita 

dan tujuan Negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD tahun 

1945 Alinea keempat yaitu “membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia 

yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian 

abadi dan keadilan sosial. 

Perkembangan zaman yang semakin pesat membuat banyak pergeseran 

dalam sistem sosial dalam masyarakat. Salah satunya perubahan ekonomi yang 

semakin memburuk akibat dampak dari krisis global yang melanda hampir di 

seluruh bagian dunia, tidak terkecuali di Negara Indonesia Tingginya tekanan 

ekonomi yang. 

 

 

 
5 Maulana hasan wadong, pengantar advokasi dan perlindungan anak, (Jakarta: 

gramedia widiaksara Indonesia, 2006). Hlm.32 
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menuntut setiap orang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Individu 

dalam melaksanakan usaha guna memenuhi kebutuhannya, berinteraksi dengan 

individu lainya, tidak jarang terjadinya konflik,bahkan menjurus kepada tindak 

pidana. Tindak pidana dapat terjadi antara 2 (dua) pihak yang terlibat didalamnya, 

yaitu Pelaku dan Korban. Bentuk atau macam dari suatu tindak pidana sangatlah 

banyak, salah satu kasus yang terjadi di kota Palembang adalah tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor roda dua. Tindak pidana pencurian kendaraan 

bermotor roda dua, merupakan kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat, 

hal ini dapat terjadi karena didorong oleh berbagai faktor,diantaranya disebabkan 

oleh faktor ekonomi dalam rangka memenuhi hidup sehari-hari. Istilah kejahatan 

seringkali dibedakan antara konsep yuridis, yaitu sebagai  perbuatan  yang 

dilarang   oleh  undang-undang   pidana,   dan    sebagai    konsep    sosiologis 

dan/ atau psikologis yang sering 

disebut dengan istilah perilaku menyimpang. Dalam  konsep  yuridis 

setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi hukum yang sesuai 

dengan perbuatan yang dilakukannya. 

Pencurian kendaraan bermotor lebih mudah dilaksanakan daripada 

kejahatan lain seperti perampokan,  penodongan  karena dipandang resikonya 

lebih kecil,bagi pelaku,namun; 

1. Hasilnya sangat menguntungkan. 

 

2. Kemungkinan tertangkap kecil, karena sangat sulit melakukan pengenalan 

kembali kendaraan motor yang dicuri. 
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3. Penjualan ataupun pemasaran kendaraan bermotor hasil kejahatan 

mudah dilaksanakan. 

4. Alat untuk melakukan kejahatan mudah dicari, antara lain obeng, 

kunci palsu, kawat, dan lain-lain. 

5. Tempat parkir tidak bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan 

bermotor. 

dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Barnes H.E. dan Teetera N.K 

memberi kesimpulan bahwa kejahatan akan selalu ada, seperti hal nya penyakit 

dan kematian yang selalu berulang seperti dengan musim yang akan berganti dari 

tahun ke tahun. Kejahatan adalah merupakan salah satu bentuk penyimpangan 

yang selalu menerjang norma-norma kehidupan yang telah ada dalam masyarakat. 

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua diatur dalam kitab undaang- 

undang hukum pidana (KUHP),buku ke-2 titel XII mulai dari pasal 362-pasal 367. 

Anak-anak yang dalam usia pertumbuhan dan perkembangan kerap sekali 

mendapat pengaruh buruk dalam hubungan-hubungan sosialnya di masyrakat. 

Akibat nya timbul perilaku anak-anak yang tidak sesuai dengan norma di 

masyarakat6. Perilaku tersebut dikategorikan sebagai penyelewengan terhadap 

norma yang biasa disebut masyarakat sebagai pelanggaran hukum. dan bahkan 

dipandang sebagai suatu kejahatan. 

 

 

 

 
6 Bambang waluyo, pidana dan pemidanaan (sinar grafika,2004) hlm.1 
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Melakukan kajian terhadap anak, yang melakukan tindak pidana sangatlah 

menarik,mengigat anak sebagai insan yang selalu ada di antara kita, sebab selama 

manusia ada di pernukaan bumi ini ( in der welt sein ) kedudukan dalam 

lingkungan hukum sabagai subjek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem 

hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status 

hokum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. 

Mengigat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindugan 

terhadap anak,maka perkara anak nakal wajib di sidangkan pada pengadilan anak 

yang berada di lingkungan peradilan umum.proses peradilan perkara anak nakal 

dari sejak di tangkap,ditahan diadili, dan pembinaan seanjutnya wajib dilakukan 

oleh pejabat khusus yang benar-benar memahamai masalah anak 

B. Permasalahan 

 

Yang menjadi pokok permasalahan ini adalah 

 

1. Penyidikan terhadap anak yang terlibat melakukan perbuatan 

tindak pidana pencurian kendaraan bermotor? 

2. Hal-hal yang menjadi kendala dalam penyidikan terhadap anak 

yang terlibat melakukan perbuatan tindak pidana pencurian 

kendaraan bermotor ? 

C. Ruang lingkup dan tujuan 

 

1. Ruang lingkup 

 

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis,sehingga 

sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi 

titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkut paut 
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dengan penyidikan terhadap anak yang terlibat melakukan 

perbuatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor 

Tujuan penelitiaan adalah untuk mengetahui dan 

mendapatkan pengetahuan yang lebih jelas tentang; 

1. Penyidikan terhadap anak yang terlibat melakukan 

perbuatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor 

2. Hal-hal yang menjadi dalam kendala penyidikan 

terhadap anak yang terlibat melakukan perbuatan tindak 

pidana pencurian kendaraan bermotor 

D. Kerangka konseptual 

 

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam 

suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta 

pembahasan yang akan di jabarkan dalam penulisan karya ilmiah, 

agar tidak terjadi kesimpang siuran penafsiran serta mempermudah 

pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan di kemukakan 

penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul 

skripsi sebagai berikut: 

A. Pengertian pidana dan tindak pidana 

 

1. Pengertian pidana 
 

2. Pengertian tindak pidana dan pidana anak 

 

B. Pengertian tindak pidana pencurian 

 

1. Unsur-unsur tindak pidana pencurian 

 

2. Jenis-jenis tindak pidana pencurian 



 

17 

 

8 
 
 
 
 
 

C. Sanksi pidana dan tindakan bagi anak 
 

1. Pidana pokok 
 

2. Pidana tambahan 

 

D. Pengertian penyelidikan dan penyidikan 

 

E. Metode Penelitian 

 

Selaras dengan tujuan dan manfaat penelitian, maka penelitian 

terhadap permasalahan di atas adalah penelitian hukum normatif 

yang datanya bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tertier. 

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai 

mengikat secara umun ( perundang-undangan ) atau mempunyai 

kekuatan mengikat pihak-pihak berkepentingan,misalnya KUHP ( 

kitab undang hokum pidana ) dan KUHAP ( kitab undang hukum 

acara pidana ). 

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hokum yang memberi 

penjelasn terhadap bahan hukum primer, misalnya peraturan 

pemerintah dan peraturan-peraturan lainya/. 

c. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberi 

penjelasasn terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, misalnya kamus hokum encyclopedia, jurnal hukum. 
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1. Study kepustakaan ( library research ) : 
 

Untuk memperoleh data sekunder dilakukan penelitian 

terhadap bahan hukum primer yang ada kaitan nya 

dengan permasalahan ini 

2. Study lapangan ( field research ) : 

 

Dalam upaya memperoleh data primer, dilakukan dengan 

wawancara dengan pihak kepolisian dengan 

permasalahan yang di bentuk dalam skripsi ini. 

Disamping penelitian hukum normatif, dilakukan pula 

penelitian hukum sosiologis, untuk mendapatkan data 

primer dengan cara melakukan pengamatan di lapangan 

dengan mengunakan data pertanyaan wawancara yang 

telah disiapkan terlebih dahulu. 

F. Sitematika Penulisan 

 

Rancangan penulisan skripsi ini disusun secara keseluruhan dalam 

4 (empat) bab dengan sistemmatika sebagai berikut : 

BAB 1 pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusaan 

masalah,tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan 

BAB II tinjauan pustaka memuat masalah tinjauan kepustakaan 

yang terdiri dari pengertian tindak pidana pencurian, pengertian 

pidana dan tindak pidana,sanksi pidana dan tindakan bagi anak dan 

pengertian penyidikan 
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BAB III Pembahasan dan analisa yang berisi tentang hasil 

penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa 

permasalahan yang di angkat 

BAB IV penutup pada bagian ini merupakan akhir pembahasan 

skripsi diformatur dalam kesimpulan dan saran. 
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